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MOTTO 

إ                          

                            

               

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada 

sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang 

laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita 

(pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah 

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala 

sesuatu.” 

( Surat An-Nisā‟ ayat 32 ) 

مَعَ الْعُسْرِ يُسْراًإِنَّ   

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

 

(Surat Alam Nasyrah Ayat 6) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 

Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 

tersebut adalah: 

1. Konsonan  

 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 

serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 

latin adalah sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba b Be ة

 Ta t Te د

s\a s ث \ Es (dengan titik di atas) 

 Jim j Je ج

h}a h ح } Ha (dengan titik di bawah) 

 Kha kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal z\ Zet (dengan titik di atas) ر

 Ra r Er س

 Zai z Zet ص
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 Sin s Es ط

 Syin sy Es dan ye ش

 s}ad s} Es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} De (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} Te (dengan titik di bawah) غ

 z}a z} Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ...‟.... Koma terbalik di atas„ ع

 Gain g Ge ؽ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Ki ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em و

ٌ Nun n En 

ٔ Wau w We 

ِ Ha h Ha 

 Hamzah ...‟.... Apostrop ء

 Ya y Ye ي

 

2. Vokal 

 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 

 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a A 

 Kasrah i I 

 Dammah u U 

  

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Kataba كتت 1

 Z|ukira ركش 2

 Yaz|habu ٌزْت 3

 

b. Vokal Rangkap 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama 

 Fathah dan ya Ai a dan i أ........ ي

 Fathah dan wau Au a dan u أ.......... ٔ

 

Contoh: 

No Kata bahasa Arab Transliterasi 

 Kaifa كٍف .1

 Haula حٕل .2
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3. Maddah  

 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 Fathah dan أ....... ي

alif atau ya 

a> a dan garis di atas 

  Kasrah dan ya i> i dan garis di atas أ........ ي

 Dammah dan أ......... ٔ

wau 

u> u dan garis di atas 

  

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Qa>la قبل .1

 Qi>la قٍم .2

 Yaqu>lu ٌقٕل .3

 <Rama سيً .4

 

4. Ta Marbutah 

 Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 

dammah transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 

/h/. 
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh: 

No Kata bahasa Arab Transliterasi 

 Raud}ah al-at}fa>l raud}atul atfa>l سٔظخ الأغفبل .1

 T}alhah غهحخ .2

 

5. Syaddah (Tasydid) 

 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 

Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 

Contoh: 

No Kata Bahasa Arab Transliterasi 

 Rabbana سثُّب .1

  Nazzala َضّل .2

 

6. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 

 namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kataال

sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 

diikuti oleh huruf Qamariyyah. 

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
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sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 

Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 

dihubugkan dengan kata sambung. 

Contoh: 

No Kata bahasa Arab Transliterasi 

 Ar-rajulu انشّجم .1

 Al-Jala>lu انجلال .2

 

7. Hamzah 

 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 

di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini: 

No Kata bahasa Arab Transliterasi 

  Akala أكم .1

 ta‟khuduna تأخزٌٔ .2

 An-Nau‟u انُإ .3

  

8. Huruf Kapital 

 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 

tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 

berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 

sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 

tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 

 Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
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tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh: 

No Kalimat Arab Transliterasi 

 Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l ٔيب يحًذ ئلا سسٕل .1

 Al-hamdu lillahi rabbil’a>lami>na انحًذ الله سة انؼبنًٍٍ .2

 

9. Penulisan Kata 

 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan maka peulisan kata tersebut dalam 

transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 

setiap kata atau bisa dirangkaikan. 

Contoh: 

No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  

 /Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n ٔئٌ الله نٕٓ خٍشانشاصقٍٍ .1

Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n  

-Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa auful فأٔفٕا انكٍم ٔانًٍضاٌ .2

kaila wal mi>za>na 
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KATA PENGANTAR 

 

 

العلمين وبه نستعين على امورالدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد الحمد لله رب 
انمحمدا رسول الله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلينسيدنا محمد وعلى اله 

 وصحبه اجمعين. اما بعد.
Dengan mengucapkan alhamdulilah, puji syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT. Karena dengan rahmat, hidayah, kemuliaan serta kenikmatan-

kenikmatan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pantangan 

Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlogorejo, 

Kecamatan Winong, Kabupaten Pati” ini dengan tepat waktu.Lantunan 

shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang 

revolusioner sejati yang telah membawa dari jaman kegelapan menuju jaman yang 

terang benderang. 

Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari 

rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syari‟ah, jurusan 

Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dan juga 

merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam 

bidang Ilmu Hukum Islam. 

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena 

keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, penulis menyadari dalam 

penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, 

semangat, pemikiran tenaga dan waktu, materi dan juga doa, diantaranya kepada : 
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ABSTRACT 

 

NUR KHAMID, NIM: 12.21.2.1.029 “LARANGAN PELAKSANAAN 

NIKAH PADA BULAN MUHARRAM (SURO) DI DESA TLOGOREJO, 

KECAMATAN WINONG, KABUPATEN PATI” 

Marriage is a spiritual bond between a man born with a woman as husband 

and wife with the goal set up a family (household) were happy and everlasting 

based on God.People in the village have Tlogorejo kepercayaa and attention myth 

to belief in daily life. They still adhere to the habits that have been there since the 

previous or ancestors. Therefore, there's also people who carry out the customs or 

habits to not conduct any marriage in Muarram, because the moon was believed 

by people who are not good months. 

Within Islam does not teach things like that, just like that deem Islam as 

well as predicting something uncertain happen but instead believed as an 

indigenous people of the past. Islam does not recognize Neptu and custom 

calculations in Java, because it is not made of Islam. with this case compiler keen 

to investigate the incident in the village Tlogorejo, what is the background for the 

perception of the community so it does not dare to carry out the marriage of 

Muharram. 

Based on the analysis of existing data and use analysis of Islamic 

law. that understanding of the people about the ban's implementation of the law on 

marriage in the month of Muharram (Suro) this is only because the custom that 

has been done since ancient to the present. And it has been explained that it does 

not exist in Islamic law. Because the people in the village of Tlogorejo is still 

not understood about Islamic law about marriage. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membetuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, 

yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci 

atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga 

yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. 

Untuk menegakkan cita-cita keluarga tersebut, perkawinan tidak 

cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah 

yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum yang 

telah ditetapkan oleh Negara.
1
 

Firman Allah  

فَضْلِوِ نْ وَأنَْكِحُوا الأياَمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِِِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُ قَراَءَ يُ غْنِهِمُ اللَّوُ مِ 
 وَاللَّوُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui.
2
 

 

Pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan 

kehidupan manusia bukan saja pertalian antara suami istri dan keturunannya, 

                                                           
       

1
Beni Ahmad Saebani, dkk, Hukum Perdata di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia. 2011), 

hlm 30. 

       
2
An – Nuur (24) : 32. 
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melainkan antara dua keluarga, betapa tidak, dari baiknya pegaulan si istri 

dengan si suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada 

semua keluarga dari kedua belah pihak.
3
 Sehingga mereka menjadi satu 

dalam segala urusan saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan 

kebaiakan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan 

seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu. 

Umat Islam khususnya di Jawa masih sangat patuh dan taat terhadap 

aturan – aturan adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya meskipun 

terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan agama. 

Interaksi antara umat Islam dengan komponen – komponen pengaruh luar 

seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya dan berimplikasi 

pada kehidupan nyata misalnya dalam perkawinan, dimana dampak dari 

pengaruh luar itu dapat menyebabkan adanya larangan kawin adat.
4
 

Di desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, masyarakat 

masih memiliki kepercayaan dari leluhurnya mengenai Pantangan nikah di 

bulan Muharram (Suro), masyarakat ini masih tidak berani melaksanakan 

pernikahan pada bulan Muharram, karena pada bulan Suro tersebut diyakini 

masyarakat sebagai bulan yang tidak baik, kebiasaan atau adat tersebut sudah 

menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat.
5
 

Tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti asal-muasalnya. 

Masyarakat hanya bisa mengatakan bahwa tradisi ini mereka dapatkan dari 

                                                           
       

3
 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo.1994), hlm 374 

       
4
 Ita Istiyawati, Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo dalam Perspektif Hukum Islam 

Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 1. 

       
5
 Warsono, ketua rt 04, wawancara pada tanggal 01-09-2016, pukul. 10.00 wib. 
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orang-orang terdahulu mereka, dan telah menjadi suatu kepercayaan. Apabila 

kepercayaan yang sudah menjadi tradisi itu dilanggar maka akan ada yang 

menanggung akibatnya, seperti halnya pernikahan itu tidak akan awet lama.
6
 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,  penyusun tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pantangan Nikah pada Bulan Muharram 

(Suro) di Desa Tlogoejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti 

merumuskan permasalahan yang di teliti. Adapun rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Apa yang melatar belakangi persepsi masyarakat di desa Tlogorejo 

mengenai Pantangan Nikah di Bulan Muharram (Suro)? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pantangan pernikahan di 

bulan Muharram (Suro) di desa Tlogoejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui latar belakang mengenai Pantangan Pelaksanaan Nikah 

di Bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogorejo. 

                                                           
       

6
 Sarmu, Sesepuh desa, wawancara pada tanggal 09-09-2016, pukul. 15.00-15.30 wib. 
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2. Menjelasakan pandangan hukum islam terhadap Pantangan Nikah di Bulan 

Muharram (Suro) di Desa Tlogorejo. 

 

D. Manfaat Penelitian   

1. Secara Akademis 

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan, dan dapat juga 

digunakan sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti yang tema 

dan kajiannya hampir sama dengan penelitian ini. 

2. Secara Praktis 

Memberikan masukan kepada masyarakat di desa Tlogorejo terkait 

dengan larangan pelaksanaan nikah dibulan Muharram (Suro) apakah 

mempunyai hubungan dengan hukum islam yang telah ada. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang berguna untuk 

memberikan kejelasan informasi yang digunakan dan diteliti melalui 

khazanah pustaka dan seputar jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh 

kepastian orisinalitas dari tema. Persoalan mengenai larangan pernikahan adat 

memang telah banyak dibahas dalam beberapa skripsi yang telah lalu 

diantaranya adalah karya Yuli Risky Mustiono yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Sekar Kembar di Delik Rejo 
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Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang”.
7
 Skripsi ini 

membahas tentang larangan perkawinan sekar kembar yaitu kakak adik 

perempuan menikah dalam waktu yang bersamaan.  

Skripsi ini membahas bagaimana larangan nikah tersebut, bagaimana 

pandangan tokoh masyarakat di desa tersebut tentang larangan nikah sekar 

kembar, serta tinjauan hukum islam terhadap larangan nikah sekar kembar 

yang terjadi di desa tersebut. 

Karya Nur Faidah skripsi yang berjudul “Mantenan Adat Satu Suro di 

desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah”. 

Skripsi ini membahas tentang tradisi upacara pada malam satu Suro untuk 

mensyukuri tahun baru kalender jawa dengan memanjatkan doa-doa di suatu 

tempat yang disebut sendang untuk meminta keselamatan disertai sesaji yang 

dipimpin oleh kepala desa ini merupakan ajaran yang bertentangan dari 

syari‟at islam. 

Karya Muhamad Yusribau yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan 

adat Kecamatan Lawa Kabupaten Muna menurut tinjauan hukum islam”. 

Skripsi ini membahas tentang penggunaan simbol-simbol dalam perkawinan 

telah meresap kedalam jiwa masyarakat yang didalamnya terdapat nilai-nilai 

yang sangat kuat dan mengatur tingkah laku setiap individu yang telah 

menjadi tradisi yang membawa dampak positif bagi tercapainya tujuan 

perkawinan sebab upacara tersebut mengandung pendidikan dan moral yang 

                                                           
       

7
 Yuli Risky Mustiono, Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Sekar kembar di 

Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Skripsi tidak diterbitkan, 

Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011. 



6 
 

 
 

sangat tinggi akan tetapi ada yang bertentangan dengan islam serta 

standarisasi mahar dalam perkawinan tersebut adalah fasakh. 

Berangkat dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya, ternyata 

belum ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang penyusun 

kehendaki sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam 

sebuah skripsi. 

 

F. Kerangka Teori  

Hukum islam mempunyai sifat menyeluruh dan mengatur segala 

aspek kehidupan manusia maka tentulah pembinan hukum memperhatikan 

kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan. Dan tempat 

tinggal serta iklim yang mempengaruhinya. 

Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang 

mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam masyarakat sederhana budaya perawinannya sederhana, sempit dan 

tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, 

luas dan terbuka.
8
 

Perkawinan adalah sunatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik ada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 

Perkawinan merupakan perbuatan  syariat yang mempunyai ketentuan dan 

pengaturan yang jelas dalam nas al-qur‟an dan hadis sebagai sumber hukum 

islam yang universal serta belaku unuk setiap masa dan tempat.  

                                                           
       

8
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 

Hukum Agama,(Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1. 
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Para ulama menetapkan hukum dari suatu peristiwa berdasarkan al-

Qur‟an, Sunah, Ijma‟dan qiyas, yaitu: 

د وهُ هَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّوَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِ الأمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازَعْتُمْ فِ شَيْءٍ فَ رُ ياَ أيَ   
رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلا  إِلََ اللَّوِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّوِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَي ْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat 

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.Walaupun para ulama‟ telah sepakat akan sumber hukum namun 

perlu juga di perhatikan maksud syariat islam yaitu untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi manusia dengan menarik manfaat dan menolak 

kema dhar a ta n  yan g  t i dak  t eba ta s  ma cam dan  ju mlah n ya .”
9
 

 

Persoalan yang dihadapi oleh manusia selalu tumbuh dan berkembang 

demikian pula kepentingannya dan kepeluan hidupnya, kenyataan 

menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada 

masa Rasululah Saw.
10

 

Suatu kebiasaan baru yang muncul karena suatu desakan kepentingan 

atau apabila masyarakat tersandung oleh satu pesoalan yang sebelum mereka 

ketahui dan disitu tidak ada peraturan nas Al-Qur‟an atau sunah Nabi dan 

ijma‟. Selain metode-metode diatas juga tedapat metode-metode lain yaitu 

isthsan, masalah mursalah dan „urf. 

Dalam pembahasn ini penyusun menggunakan kerangka berfikir „urf 

yang menurut oleh sebagian ulama ushul fiqh, „urf disebut adat (adat 

kebiasaan), sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan 

dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan atau 

                                                           
       

9
 An-Nisa‟ (4): 59. 

      
10

 Ahmad sanusi,dkk. Ushul Fiqih (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2015). Hlm. 80. 
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meninggalkan sesuatu dan ini juga dinamakan adat. Kebiasaan atau adat („urf) 

terbagi dalam beberapa bagian yaitu: 

1. „Urf‟am adalah adat kebiasaaan mayoritas dari berbagai negeri di satu 

masa. 

2. „Urf khash adalah adat istiadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua 

masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku pada masyarakat negeri 

tertentu. 

3. „Urf syar‟i adalah suatu yang disebutkan oleh syara‟ dan dikehendaki 

makna khusus. 

„Urf ada yang shahih dan ada yang fasid. „Urf shahih adalah tradisi 

yang tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang hukum-hukumya bersifat 

konstan tidak beruah dengan perubahan lingkungan dan adat, seta tidak 

meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik kerusakan. 

Sedangkan „urf fasid adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, 

namun bertentanan dengan syara‟ baik secara dalil maupun hukumnya. 

Dalam hal ini ada kaidah ushul fiqh yang berhubungan dengan „urf 

yaitu sebagai berikut: 

دة محكمة العا  

Maksud dari kaidah tesebut adalah adat kebiasaan itu dapat 

ditetapkan sebagai hukum, maka dari itu masyarakat menjadikan sumber 

hukum. Suatu kejadian di dalam masyarakat, manakala telah terjadi sesuatu 

dan dikategorikan kedalam definisi di atas dapat ditetapkan sebagai hukum 
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atau dapat dijadikan sumber hukum yang telah menjadi kebiasaan, dan asal 

tidak bertentangan dengan syariat. 

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat 

istiadat yang selalu dan sering dilakukan oleh masyarakat setempat 

merupakan hukum adat yang lahir dari sejak nenek moyangnya dan 

berkembang di masyarakat. 

Dengan kerangka diatas dharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan tentang Pantangan Pelaksanaan Nikah di bulan Muharram 

(Suro) dalam Perspektif Hukum Islam studi kasus di desa Tlogoejo, 

Kecamatan Winong, Kabupaten Pati secara baik dan mendapatkan hasil yang 

obyektif. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini aadalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field Research) yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau 

masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai  masalah tentang 

Pantangan Pelaksanaan Nikah di bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogorejo, 

Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskritif 

analitik yaitu penyusun memberikan pemaparan secara detail mengenai data 

yang berkenaan dengan Pantangan Pelaksanaan Nikah di bulan Muharram 

(Suro) di Desa Tlogorejo. Data tersebut hasil wawancara penulis  dengan 

tokoh agama, sesepuh desa dan masyarakat di daerah tersebut kemudian 

penulis menganalisanya dalam tinjauan Hukum Islam. 

3. Sumber Data 

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data berupa data 

primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari 

wawancara dengan tokoh masyarakat, sesepuh desa, tokoh agama, dan 

dokumen-dokumen yang berupa Undang-Undang, misalnya UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, dan KHI. 

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan berupa 

buku-buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang 

berhubungan dengan larangan perkawinan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah suatu metode untuk mendapatkan 

informasi dengan tanya jawab secara langsung anatara pewawancara 

dengan informan. Wawancara dilakukan penyusun kepada tokoh agama, 

sesepuh desa dan masyarakat di desa Tlogorejo. 
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b. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang penyusun 

perlukan dalam kaitan mencari dan mengumpulkan data berupa arsip-arsip 

atau dokumen tertulis yang ada metode dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 

rapat agenda dan sebagainya untuk memperoleh data mengenai letak 

geografis, jumlah penduduk, kondisi pendidikan, sosial, ekonomi serta hal-

hal lain yang akan dipergunakan untuk melihat obyek penelitian secara 

lebih komprehensip. Sehingga dapat diketahui hal-hal atau variabel berupa 

catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.  

c. Teknik Analisis Data  

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, kemudian 

data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu penarikan 

kesimpulan bertolak dari sesuatu pengetahuan yang bersifat umum yang 

kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang 

bersifat lebih khusus. Dalam hal ini penul,is menggambarkan perkawinan 

dan larangan pelaksanaan perkawinan dalam islam secara umum, 

kemudian ditarik  pemecahan masalah Pantangan Pelaksanaan Nikah di 

bulan Muharram (Suro) di Desa Tlogorejo. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab yang saling 

berkaitan satu sama lain yaitu sebagai berikut : 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yakni sebagai gambaran 

awal tentang permasalahan-permasalahan yang di paparkan dalam skripsi ini. 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua, berisi tentang ketentuan umum nikah dalam islam, 

pengertian nikah, tujuan nikah; Perspektif fiqih yang terdiri dari, dasar-dasar 

hukum nikah, syarat-syarat dan rukun nikah, larangan pernikahan, 

peminangan dalam pernikahan, dan mahar dalam pernikahan; Perspektif 

ushul fiqih yang terdiri dari „urf, kaidah tentang adat atau kebiasaan, kaidah 

menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan; 

Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI yang terdiri dari persyaratan dan 

pelaksanaan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 dan KHI, larangan 

perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974, larangan perkawinan menurut 

KHI; dan Menurut hukum adat  

Bab ketiga,  berisi tentang deskripsi wilayah di desa Tlogorejo, yang 

meliputi kondisi geografis, kondisi demografis, kehidupan keagamaan, 

pembinaan pendidikan, kebudayaan dan olahraga, keadaan perekonomian 

serta keadaan sosial; gambaran mengenai larangan pelaksanaan nikah pada 

bulan Muharram (Suro) di desa Tlogorejo; dan pendapat tokoh masyarakat 
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mengenai pantangan pelaksanaan nikah di bulan Muharram (Suro) di desa 

Tlogorejo. 

Bab ke empat, berisi tentang analisis terhadap latar belakang 

pantangan pelaksanaan nikah di bulan Muharrram (Suro) di desa Tlogorejo, 

analisis terhadap pandangan hukum Islam mengenai pantangan nikah di bulan 

Muharram (Suro) di desa Tlogorejo. 

Bab ke lima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi, berisi 

kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yeng telah dikemukakan 

sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan 

dengan pantangan pelaksanaan nikah di bulan Muharram (Suro). 
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BAB II 

Nikah Dalam Hukum Islam 

A. Pengertian Nikah  

Pernikahan berasal dari bahasa arab ( ٌنِكَ اح)  yang merupakan masdar 

atau berasal dari kata kerja ( َ  َنَك). Sinonimnya (تَ  ََوَج) kemudian diterjemahkan 

kedalam bahasa indonesia dengan perkawinan.
11

 Nikah atau jima‟, sesuai 

dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “al-wath”, yaitu bersetubuh 

atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk 

berhubungan seks dengan lafazh “an-nikah” atau “at-tajwij”, artinya 

bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya 

menggauli istri.
12

 

Menurut  Ahmad Azhar, perkawinan dalam agama islam disebut 

“nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri 

antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan 

kelamin antara kedua belah pihak.
13

 

Menurut Sajuti Thalib perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci 

kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan 

                                                           
        

11
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10. 

        
12

 Tihami, dkk., Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014), hlm. 7.  
       

13
Ny.soemiyati, Hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan, (liberty 

yogyakarta, 2007), hlm.8.  
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seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, 

kasih mengasihi, tentram dan bahagia.
14

 

Slamet Abidin dan Aminudin menyimpulkan pernikahan adalah suatu 

akad antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar 

kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakkan oleh pihak lain 

(wali) menurut sifat dan sarat yang telah ditetapkan syara‟ untuk 

menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling 

membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman idup dalam rumah tangga.
15

 

Selain itu juga Slamet Abidin dan Aminudin mendefinisikan 

pengertian perkawinan  sebagai berikut:
16

 

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai 

suatu akad yang berguna untuk memiliki mut‟ah dengan sengaja. Artinya, 

seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggoa 

badannya unuk mndapatkan kesenangan dan kepuasan. 

2. Ulama safi‟iyah mengataan bahwa prkawinan adalah suatu akad dengan 

menggunakan lafadz “nikah” atau “zauj”, yang menyimpan arti memiliki. 

Artinya dengan pernikahan, seoran dapat memiliki atau mendapakan 

kesenangan dari pasangan. 

3. Ulama Malikiyah menyebuttkan bahwa perkawinan adalah suatu akad 

yang  mengandung arti mut‟ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak 

mewajibkan adanya harga. 

                                                           
       

14
 Mohd. Idris Ramulyo, Tinjauan beberapa pasal undang-undang no.1 th.1974 dari segi 

hukum perkawinan isalam.(Jakarta:Ind.Hill-Co, 1990). hlm. 1. 

       
15

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 ,(Bandung: Pustaka setia, 2001), hlm. 14. 

       
16

 Ibid, hlm 17.  
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4. Ulama Hanabillah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan 

menggunakan lafazh “nikah” atau “tajwij” untuk mendapatkan kepuasan , 

artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang 

perempuan dan sebaliknya. 

Dalam UU No.1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa 

perkawinan ialah katan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami-istri (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu.
17

 

 

B. Tujuan Nikah 

Tujuan nikah dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 

kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujutkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih 

sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan 

mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari‟ah.
18

 

Filosof Imam Ghazali tentang faidah melangsungkan pernikahan, maka 

tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima hal yaitu: 

1. Mendapatkan dan melangsunkan keturunan 

  Seperti telah diungkapkan diatas naluri manusia mempunyai 

kecenderungan untuk mepunyai keturunan yang sah keabsahan anak 
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keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan 

kebenaran keyakinan agama islam meberi jalan untuk itu.
19

 

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan 

  Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelami yang berbeda-

beda. Yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa 

antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut 

biologis daya tarik itu ialah keberahian atau seksual.
20

 

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan 

  Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke 

dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual. 

Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan 

seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan 

mencari jalan yang tidak halal.
21

 

4. Membentuk dan mengatur rumahtangga yang menjadi basis pertama dari 

masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang 

  Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri 

melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu 

keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, keluarga merupakan bagian 

masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan 

ketentraman masyarakat.
22

 

                                                           
          

19
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat.(Jakarta: Kencana,2010). hlm.24  

        
20

 Ny. Soemiyati, hukum perkawinan islam dan undnag-undang perkawinan....hlm. 15 

        
21

 Ibid, hlm. 15. 

        
22

 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat.... hlm. 31. 



18 
 

 
 

5. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang 

halal 

  Sebelum melakukan perkawianan pada umumnya para pemuda 

maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. Karena segala 

keperluan masih ditanggung oleh orangtua. Tetapi setelah berumah tangga 

mereka mulai menyadari akan tanggung jawab di dalam mengemudikan 

rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaiman 

acara mencari rizki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, 

sebaliknya si istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur 

kehidupan dalam rumah tangga.
23

 

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat 

kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan 

menurut garis ke bapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk 

kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-

nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.
24

 

Berdasarkan definisi perkawinan menurut pasal 1 undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
25
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C. Perspektif Fiqh 

1. Dasar-dasar Hukum Nikah 

Perkawinan mempunyai peranan dalam membina rumah tangga 

yang harmonis dalam perkembangan bagi hidup manusia untuk saling 

mengisi antara kedua belah pihak. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya 

memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar 

hukum. 

Dalam Al-Qur‟an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan 

adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, dalam firman 

Allah 

 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah.
26

 

 

Selain itu adapun dasar perkawinan dalam islam adalah firman 

Allah dalam Al-Qur‟an yaitu : 

نْ وَأنَْكِحُوا الأياَمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِِِيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُ قَراَءَ يُ غْنِهِمُ اللَّوُ مِ 
 فَضْلِوِ وَاللَّوُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha 

luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
27
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Disebutkan juga dalam firman lain yaitu : 

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَْ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ ةً إِنَّ وَمِنْ آياَتوِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ
يَ تَ فَكَّرُونَ فِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ   

 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
28

 

 

Dari makhluk yang diciptakan Allah berpasang-pasangan inilah 

Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dari generasi 

kegenerasi berikutnya, seperti firman Allah yaitu: 

هُمَا ياَ أيَ  هَا ا هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ لنَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
 رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَات َّقُوا اللَّوَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بوِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّوَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah 

menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang 

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada 

Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
29

 

 

Hukum islam juga menerapkan untuk kesejahteraan umat, baik 

secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di 

dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan 

terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga 

terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat 

tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan 

perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga. 
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Adapun sebuah hadis untuk melengkapi dasar-dasar hukum nikah 

yang diriwayatkan oleh Abdulah bin Mas‟ud yaitu 

 مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الَْبَاءَةَ  ,ياَ مَعْشَرَ الَشَّبَابِ  ,و وسلمصلى الل علي قاَلَ لنََا رَسُولُ اللِ 

نَّوُ لَوُ فَ لْيَتَ ََوَّجْ , فاَِنَّوُ أغََض  للِْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ , وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْوِ باِلصَّوْمِ : فاَِ 
 وِجَاءُ 

“RasulullahShallallaahu „alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai 

generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai 

kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia 

dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa 

belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam 

(syahwat)”Muttafaq alaih.
30

 

 

Di dalam hukum menikah terdapat perselisihan pendapat dalam 

ahli hukum islam yang terbagi menjadi tiga kelompok, yakni: hukum 

menikah adalah wajib, karena perintah menikah di dalam Al-Qur‟an surat 

An-Nisa‟3 

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُ قْسِطوُا فِ الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْ نََ وَثُلاثَ وَربُاَعَ 
 فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنكُُمْ ذَلِكَ أدَْنََ أَلا تَ عُولُوا

 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya”.
31

 

 

Dan perintah menikahkan dalam/pada kedua Hadits riwayat 

Bukhari-Muslim sebagaimana telah disebut, kesemanya menunjukkan 
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kepada perintah wajib. Hal ini berdasarkan pada kaidah bahwa setiap 

sighat ”amar” itu menunjukkan wajib secara mutlak.
32

 

Hukum menikah atau menikahkan adalah sunah, dengan 

berpegangan pada surat An-Nisa‟ ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan 

halal untuk mendekati wanita iu ada dua cara, dengan cara menikah atau 

dengan cara jalan tasari yakni memiliki jariyah (budak perempuan).
33

 

Hukum menikah mubah, imam Syafi‟i yang menyatakan bahwa 

asal hukum nikah adalah jaizatau mubah, atau dengan perkatan lain 

seseorang boleh kawin boleh tidak atau tidak dihukum orang yan kawin 

dan tidak pula dihukum orang yang tidak kawin.34 

Dengan berdasarkan pada perubahan “illahNya” atau keadaan 

masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka 

hukumnya perkawinan menjadi : wajib, sunah, mubah, makruh,dan 

haram. 

a. Perkawinan Wajib  

Perkawinan menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya 

hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaniahnya sudah sangat 

mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan 

terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang 
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demikian itu maka wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin 

akan mendapat pahala, sedang kalau tidak kawin ia akan berdosa.
35

 

b. Perkawinan Sunah 

Perkawinan menjadi sunah apabila seseorang yang keadaan 

hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah 

sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai 

keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau keturunan, 

maka hukum menikah baginya adalah sunah.
36

 

c. Perkawinan Mubah 

Perkawinan menjadi mubah apabila seseorang yang tidak 

berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum 

membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila 

tidak nikah.
37

 

d. Perkawinan Makruh 

Perkawinan menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang 

dari segi jasmaniahnya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat 

mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin 

hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi 

orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin. Kalau ia kawin 
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dia tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala, tetapi kalau tidak 

kawin dia akan mendapat pahala.
38

 

e. Perkawinan Haram 

Perkawinan menjadi haram apabila seseorang yang kalau dia 

menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal istrinya akan 

menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian. 

Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan 

lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak.
39

 

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawian, 

menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunah, mubah, makruh, 

haram tergantung dengan  keadaan maslahat atau mafsadatnya. 

 

2. Syarat-syarat dan Rukun Nikah 

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. 

Rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 

pekerjaan itu, seperti halnya ada calon laki-laki dan perempuan dalam 

perkawinan.
40

 

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 
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rangkaian pekerjaa itu, seperti halnya calon mempelai laki-laki dan 

perempuan itu harus beragama islam.
41

 

Adapun rukun nikah adalah adanya mempelai laki-laki dan 

perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan sighat ijab kabul. 

Dalam rukun tersebut terdapat syarat- syarat  sebagai berikut:
42

 

1) Syarat Suami 

a) Bukan mahram dari calon istri; 

b) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri; 

c) Orangnya tertentu/jelas orangnya; 

d) Tidak sedang menjalankan ihramhaji. 

2) Syarat Istri 

a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, 

tidak sedang dalam idah; 

b) Merdeka atas keamauan sendiri 

c) Jelas orangnya; 

d) Tidak sedang menajalankan ihram haji. 

3) Syarat Wali 

a) Laki-laki; 

b) Baligh; 

c) Waras akalnya; 

d) Tidak dipaksa; 

e) Adil; 
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f) Tidak sedang melaksanakan ihram haji. 

4) Syarat saksi-saksi 

a) Laki-laki; 

b) Baligh; 

c) Waras akalnya; 

d) Dapat mendengar dan melihat; 

e) Bebas, tidak dipaksa; 

f) Tidak sedang melaksanaka ihram haji; 

g) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul. 

5) Syarat ijab kabul 

a) Dilakukandengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak 

(pelaku akad dan penerima aqat dan saksi) 

b) Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu 

lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukan 

waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan 

waktu yang akan datang. 

 

3. Larangan Pernikahan 

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah (kawin) antara 

seorang pria dan seorang wanita, menurut syarak, larangan tersebut dibagi 

menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Halangan 



27 
 

 
 

abadi ada yang telah disepakati dan ada pula yang masih 

diperselisihkan.
43

 

a. Halangan Abadi 

1) Larangan Nikah Karena Pertalian Nasab 

  Ada sebuah ayat yang menunjukkan larangan nikah (kawin), yang 

didasarkan pada firman Allah Swt: 

 وَبَ نَاتُ  الَأخِ  وَبَ نَاتُ  تُكُمْ ل  وَخ   تُكُمْ وَعَمّ   تُكُمْ وَأَخَو   وَبَ نَاتُكُمْ  تُكُمْ أمَُّه   عَلَيْكُمْ  حُرِّمَتْ 
 ...الُأخْتِ 

 

 “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 

perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 

anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;......”
44

 

 

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk 

selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:
45

 

a) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke 

atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan 

seterusnya ke atas). 

b) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam 

garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik 

dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke 

bawah. 

c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, 
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d) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung 

ayah atau seibu dan seterusnya ke atas. 

e) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan 

saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah. 

2) Larangan Nikah Karena Pertalian Kerabat Semenda (mushaharah) 

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisaa‟ 

وَأَخَ   وَاتُكُمْ وَعَمَّ    اتُكُمْ وَخَ   الاتُكُمْ وَبَ نَ    اتُ الأخِ حُرِّمَ   تْ عَلَ    يْكُمْ أمَُّهَ   اتُكُمْ وَبَ نَ    اتُكُمْ 
وَبَ نَ     اتُ الأخْ     تِ وَأمَُّهَ     اتُكُمُ ال     لاأِ أرَْتَ     عْنَكُمْ وَأَخَ     وَاتُكُمْ مِ     نَ الرَّتَ     اعَةِ وَأمَُّهَ     اتُ 

نَّ فإَِنْ لََْ تَكُونُ وا نِسَائِكُمْ وَرَباَئبُِكُمُ اللاأِ فِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاأِ دَخَلْتُمْ بِِ 
...دَخَلْتُمْ بِِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أبَْ نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ   

 

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang 

perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang 

dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan 

diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu.....”
46

 

 

  Jika diperinci adalah sebagai berikut: 

a) Mertua perempua, nenek perempuan istri dan seterusnya ke 

atas, baik dari daris ibu atau ayah. 

b) Anak tiri, dengan syarat kalau udah terjadi hubungan kelamin 

antara suami dengan ibu anak tersebut. 

c) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah. 
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d) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan 

harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. 

3) Larangan Nikah Karena Hubungan Sesusuan 

Larangan nikah karena hubungan sesusuan berdasarkan pada 

lanjutan suran An-Nisaa‟ 

 وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاأِ أرَْتَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّتَاعَةِ 
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang 

menyusukan kamu, yang saudara-saudaramu yang perempuan 

sepersusuan...”
47

 

 

Keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadis yang 

berbunyi: 

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِِّ صلى الل عليو وسلم أنََّ النَّبَِّ صلى الل علي و وس لم قَ الَ 
 يََْرمُُ مِنَ الرَّتَاعَةِ مَا يََْرمُُ مِنَ الْولَِادَةِ. 

 

”Dari Aisyah r.a., berkata bahwa Rasulullah Saw telah 

bersabda: “Diharamkan karena ada hubungan sesusuan apa 

yang diharamkan karena ada hubungan nasab.”(HR Bukhari 

dan Muslim, Abu Dawud, Nasa‟i dan Ibnu Majah).”
48

 

 

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah: 

a) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang 

ibu yang pernah menyusui anak tersebut. 

b) Nenek sesusuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau 

ibu dari suami yang menyusui itu. 

c) Bibi susuan, yaitu sauda perempuan ibu susuan atau 

saudara perempuan suami ibu susuan. 
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d) Kenenekan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari 

saudara ibu susuan. 

e) Saudara susuan perempuan, yaitu baik saudara seayah 

kandung maupun ibu susuan. 

b. Halangan yang masih diperselisihkan 

1) Karena Zina 

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik 

(bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh 

kawin dengan laki-laki pezina.
49

 Keharaman mengawini pezina 

ini didasarkan kepada firman Allah yaitu: 

الََّانِ لا يَ نْكُِ  إلا زاَنيَِةً أوَْ مُشْركَِةً وَالََّانيَِةُ لا يَ نْكِحُهَا إِلا زاَنٍ أوَْ مُشْركٌِ وَحُرِّمَ 
لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ذَ   

 

”Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan 

yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan 

yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina 

atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas 

orang-orang yang mukmin”.
50

 

 

Ada juga sebuah hadis yang mengharamkan mengawini orang 

yang berzina: 

يَ نْكُِ  الََّانِ الْمَجْلُودُ اِلاَّ  لاَ  رسول الل صلى الل عليو وسلمعَنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ قاَلَ 
 مِثْ لَوُ 

”Dari Abu Hurairah r.a, dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, 

tidak menikah seoarang laki-laki yang berzina yang menerima 

hukuman cambuk kecuali dengan orang yang sepertinya.”
51
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Menikah dengan seorang perempuan yang sedang hamil 

karena zina, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan 

hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabillah mengatakan bahwa, 

perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia 

melahirkan anak, karena tidak diperbolehkan mengawini 

perempuan dalam masa iddah hamil. Sedangkan ulama Hanafiya, 

Syafi‟iyah, dan Zhahiriyah mengatakan bahwa, seorang 

perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini 

tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.
52

 

2) Karena Li‟an 

Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa ada 

saksi yang cukup (empat orang saksi), maka suami diharuskan 

bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan 

menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya 

itu dusta. Sumpah demikian tersebut disebut sumpah Li‟an. Maka 

apabila terjadi sumpah Li‟an tersebut, putuslah hubungan 

perkawinan keduanya untuk selama-lamanya.
53

 Firman Allah 

SWT : 

وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ولََْ يَكُنْ لََمُْ شُهَدَاءُ إِلا أنَْ فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِىِمْ أرَْبعَُ 
لَعْنَةَ اللَّوِ عَلَيْوِ إِنْ كَانَ مِنَ وَالْْاَمِسَةُ أَنَّ ( 6) شَهَادَاتٍ باِللَّوِ إِنَّوُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 

هَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أرَْبعََ شَهَادَاتٍ باِللَّوِ إِنَّوُ لَمِنَ ( 7) الْكَاذِبِينَ  وَيدَْرأَُ عَن ْ
هَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( 8) الْكَاذِبِينَ  (9) وَالْْاَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّوِ عَلَي ْ  
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Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal 

mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka 

sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah 

dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-

orang yang benar.Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat 

Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang 

berdusta.Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 

empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-

benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang 

kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk 

orang-orang yang benar.
54

 

 

c. Halangan Sementara 

1) Dua orang bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki 

dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu 

dalam waktu yang bersamaan. Keharaman mengumpulkan wanita 

dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat 

An-Nisa‟: 

 وَأنَْ تََْمَعُوا بَ يْنَ الأخْتَ يْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّوَ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا
 

.....(dan diharamkan atas kamu) menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 

terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah maha 

pengampun lagi maha penyayang.
55

 

 

2) Wanita yang terikat dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh 

seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-

Nisa‟: 

.....وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ   
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang 

bersuami......
56

 

 

3) Wanita yang sedang dalam masa idah, baik idah cerai maupun 

idah ditinggal mati, berdasarkan firman Allah yaitu: 
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..... يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُسِهِنَّ ثَلاثةََ قُ رُوءٍ وَالْمُطلََّقَاتُ   
 

Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru...
57

  

 

إِذَا وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَ 
بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ فِ أنَْ فُسِهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَاللَّوُ بِاَ 

 تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ 
 

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan 

dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila 

telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) 

membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang 

patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
58

 

 

4) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas 

suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan 

telah berhubungn kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu 

telah habis masa idahnya, berdasarkan firman Allah yaitu: 

رهَُ فإَِنْ طلََّقَهَا فَلا تََِل  لَوُ مِنْ بَ عْدُ  ..... حَتََّّ تَ نْكَِ  زَوْجًا غَي ْ  
 

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), 

maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin 

dengan suami yang lain.....
59

 

5) Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umroh maupun 

ihram haji tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi 

Saw. Yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan Utsman bin 

Affan: 

 لا ينك  المحر م ولا ينك  ولا يخطبب )رواه مسلم عن عثما ن بن عفنن(
 

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh 

menikahkan, dan pula tidak boleh pula meminang.”
60
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6) Wanita Musyrik, haram dinikahi. Maksudnya wanita musyrik 

adalah yang meneyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan 

firman Allah yaitu: 

رٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا وَلا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتََّّ يُ ؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَ  ةٌ خَي ْ
رٌ مِنْ مُشْركٍِ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ أوُلئَِكَ  تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حَتََّّ يُ ؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَي ْ

ُ آياَتوِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يدَْعُونَ إِلََ النَّارِ وَاللَّوُ يدَْعُو إِلََ الْْنََّةِ وَالْمَغْفِرةَِ بإِِذْنوِِ وَ  يُ بَ ينِّ
 يَ تَذكََّرُونَ 

 

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 

baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia 

menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah 

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 

manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
61

 

Selain itu dalam islam ada pernikahan-pernikahan yang dilarang: 

a) Nikah Mut‟ah 

 Dalam bahasa mut‟ah berarti bersenang-senang atau 

bersedap-sedap. Maksutnya ikatan tali pernikahan antara 

seorang laki-laki dan perempuan, dengan mahar yang telah 

disepakati, yang disebut dalam akad, sampai batas waktu yang 

telah ditentukan. Dengan berlakunya waktu yang telah 

disepakati, atau dengan pemendekan batas waktu yang 
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diberikan oleh laki-laki, maka berakhirkah ikatan pernikahan 

tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.
62

 

b) Nikah Syighar 

 Dalam bahasa syighar berarti membuang atau meniadakan. 

Maksudnya meniadakan mas kawin. Nikah syighar adalah 

seorang wali yang menikahkan ke walinya seorang laki-laki 

dengan syarat ia menikahkannya juga sebagai kewaliannya, 

baik mereka menyebutkan mahar atau tidak.
63

 

c) Nikah Muhalil  

 Dalam bahasa muhalil berarti yang menjadikan halal. 

Soerang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga, 

tidak boleh kembali kepada mantan istrinya itu sebelum 

dinikahi laki-laki lain dan menyetubuhinya kemudian 

menceraikannya dan habis masa idahnya. Maka agar ia dapat 

kembali kepada mantan istrinya itu ia menyewa seorang untuk 

menikahi mantan istrinya dengan syarat sesudah bercampur 

segera menceraikannya. Nikah muhalil adalah seorang laki-laki 

menikah dengan seorang perempuan dengan niat atau berjanji 

akan menceraikan kembali supaya wanita itu boleh menikah 

kembali dengan mantan suaminya yang telah mentalaknya tiga 

kali (bain kubra).
64
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4. Peminangan dalam Pernikahan 

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut dengan khitbah yang mempunyai 

arti permintaan.
65

 Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya 

meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). 

Menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya ke arah 

terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang 

wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk 

menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah 

masyarakat.
66

 

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi 

syarat sebagai berikut:
67

 

a. Tidak dalam pinangan orang lain. 

b. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar‟i yang melarang 

dilangsungkannya pernikahan. 

c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj‟i. 

d. Apabila perempuan pada masa iddah karena talak ba‟in, hendaknya 

meminag dengan cara sirry (tidak terang-teranagan). 

5. Mahar dalam Pernikahan 

 Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi 

artinya pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami 

kepada calon istrinya di dalam shighat akad nikah yang merupakan tanda 
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persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.
68

 

Dantidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-

qur‟an dan Al-Hadis.
69

 

Firman Allah. 

 وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتِِِنَّ نِِْلَةً فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْوُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ ىَنِيئًا مَريِئًا
  

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 

pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan 

kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi 

baik akibatnya.
70

 

 

Rasulullah SAW bersabda: 

اََرةََ تَ ََوَّجَتْ عَلَى نَ عْلَيْنِ فَ قَالَ رَسُوْ لُ الِل صَلّى  عَةَ انََّ امْرَأ ةً مِنْ بَنَِ فَ  عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبيِ ْ
ازهَُ )رواه احد وا عليو و سلم : أ رَتِيْتُ عَلَى نَ فْسِكَ وَمَالِكَ بنَِ عْلَيْنِ فَ قَا لَتْ: نَ عَمْ, فأََجَ 

 بن ما جو والتر مدى وصححو(
 

Dari „Amir bin Rabi‟ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani 

Fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW 

bertanya kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin 

sepasang sandal? Perempuan itu menjawab: ya, akhirnya Rasulullah 

SAW meluluskannya.
71
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Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi  syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak 

berharga, walaupun tida ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. 

Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah. 

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan 

khamar,babi, atau darah, karena semua itu haram dantidak berharga. 

c. Barangnya buan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang 

milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bemaksud memilikinya 

karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikanmahar 

dengan baran hasil ghasab tidak sah,tetapi akadnya tetap sah.  

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan 

jenisnya.
61

 

Adapun macamnya mahar (maskawin) ulama fikih menyepakati dibag 

menjadi dua yatu: 

a. Mahar Musamma ialah mahar yang telah ditetapkan jumlahnya dalam 

sighat akad. Ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Mahar yang segera diberikan  

2) Mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak seketika 

dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. 

b. Mahar mitsil ialah mahr yang jumlahnya ditetapkan menuru jumlah 

yang diterima keluarga pihak istri, karena pada waktu akad-nikah 

jumalah mahar dan bentuknya belum ditetapkan. 
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Untuk menghindari persengketaan di kemudian hari antara suami-

istri,maka sebaiknya dalam akad-nikah sudah disebutkan jumlah dan 

bentuk mahar, baik akan dibayar seketika maupun ditangguhkan. 

Hukumnya menyebutkan mahar dalam akad-nikah adalah sunnat.
62 

 

D. Perpektif Ushul Fiqh 

Ilmu ushul fiqh adalah menerapkan kaidah-kaidah yang dipergunakan 

mujtahid untuk menginstibatkan hukum syar‟i yang amali dari dalil-dalilnya 

yang tafsili, atau kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengistibatkan 

fiqh.
72

 

Sumber-sumber fiqh islam, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul-nya. Dan 

ada sumber yang dipautkan kepada sumber-sumber pokok yang disepakati 

oleh jumhur fuqaha yaitu ijma‟ dan qiyas. Dan ada yang diiktilafi oleh tokoh-

tokoh ahli ijtihad sendiri yaitu „urf, maslahah mursalah, saddudzdzari‟ah, 

istishhab dan madzhab shahabi.
73

 

Disini akan dibahs mengenai „Urf dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk 

menginstinbathkannya. 

1. „urf 

Secara etimologi berasa dari kata „arafa, yu‟rifu ( َيُ عْ رِفُ  -عَ رَف). Sering 

diartkan dengan al-ma‟ruf ( فُ وْ رُ عْ مَ لْ اَ  ) dengan arti sesuatu yang dikenal. 

Atau berarti yang baik.
74

 

„Urf menurut ushul fikih: 
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 عَادَةُ جُُْهُوْ رِ قَ وْمٍ فِِ قَ وْلٍ اوَْ فِعْلٍ 
 

Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.
75

 

 

انِ الْعُرْفُ ىُوَ مَاتَ عَارَ فَوُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْوِ مِنْ قَ وْلٍ اوَْفِعْلٍ اوَْتَ رْكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِ لِسَ 
 الشَّرْعِي ِّيْنَ لَا فَ رْقَ بَ يْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةَ.

 

 „Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik 

berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini 

juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada 

perbedaan antara „urf dan adat.
76

 

 

„Urf adalah bentuk-bentuk mu‟amalah (hubungan kepentingan) yang 

telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara tetap di tengah 

masyarakat. 

Macam-macam „Urf yaitu: 

a. Dilihat dari segi obyeknya, „urf dibagi menjadi dua, yaitu „urf lafzhi 

dan „urf amali. 

1) „urf lafzhi adalah kebiasaan masyarkat dalam mempergunakan 

lafal atau ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu, 

sehingga makna ungkpan itulah yang dipahami dan terlintas 

dalam pikiran masyarakat.
77

 Seperti kebiasaan masyaakat Arab 

menggunakan kata “walad” untuk anak laki-laki. Padahal 

menurut makna aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak 

perempuan.
78

 

                                                           
       

75
 Ibid, hlm. 334.  

       
76

 Ibid, hlm. 334. 

       
77

 Totok Jumantoro,dkk, Kamus Ilmu Ushul Fkih,....., hlm. 338. 

       
78

 Suwarjin,Ushul Fiqh,(Yogyakarta:Teras, 2012), hlm. 149.  



41 
 

 
 

2) „Urf Amali adalah kebiasaan masyarakat yang bekaian denagn 

perbuatan biasa atau mu‟amalah keperdataan. Seperti kebiasaan 

masyarakat melakuka jual beli dengan tanpa akad (bai‟ al-

ta‟athi), kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan 

jumlah air yang dipergunakan.
79

 

b. Dilihat dari segi cakupannya, „urf dibagi menjadi dua, yaitu „urf 

„amm dan „urf khash. 

1) „urf „amm adalah kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat, 

masa, dan keadaan. Atau kebiasan tetentu yang berlakusecara 

luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti 

memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan 

jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang 

yang telah membantu kita.
80 

2) „urf khash adalah kebiasaan yang belaku di daerah dan 

masyarkat tertentu, seperti kebiasan masyarakat jawa meraakan 

lebaran ketupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat bengkulu 

merayakan tabot pada bulan Muharram.
81 

c. Dilihat dari segi keabsahannya, „urf dibagi menjadi dua, yaitu „urf 

shahih dan „urf  fasid. 

1) „urf shahih adalah „urf yang baik dan dapat diterima karena 

tidak bertentangan dengan syara‟. Atau kebiasaan yang berlaku 

di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan 
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nash (ayat alqur‟an atau hais), tidak menghilangan kemaslahatan 

mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. 

Seperti halnya mengadakan pertunangan sebelum 

melangsungkan akad nikah, di pandang baik, tela menjadi 

keiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan 

syara.
82 

2) „urf fasid adalah „urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, 

karena bertentangan dengan syara‟. Atau kebiasaan yang 

bertentangan dengan dali-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar 

yang ada dalam syara‟.
83

 Seperti halnya berjudi untuk 

merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan 

minum-minuman haram.
84 

2. Kaidah tentang adat atau kebiasaan 

ةُ مَ كَ ة محَُ ادَ العَ    
 

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum” 

 

 ماراه المسلمون حسنا فهو عندالل حسنٌ 
 

“Apa yang dipandang baik oleh orang islam, maka baik pula disisi 

Allah” 

 

Dan firman Allah Swt yaitu: 

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْْاَىِلِينَ 
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“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, 

serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh”
85

 

 

Kaidah tentang adat atau kebiasaan memiliki kaidah lanjutan, yaitu: 

 الأزْمَانِ  بتَِ غَير   الأحْكَامِ  تَ غَي  رُ  لايَُ نْكَرُ 
 

“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) 

dengan perubahan masa”. 

 

 Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum akibat perubahan 

masa. Setiap perubahan masa menghendaki kemaslahatan yang sesuai 

dengan keadaan masa itu. Hal ini mempengaruhi terhadap pertumbuhan 

suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslhatan itu. Suatu hukum 

yang telah lampau didasarkan pada kemaslhatan pada masa itu. Dan pada 

masa kini kemaslahatn telah berubah dan hukumnya pun berubah. Di 

masa yang akan datang, jika kemaslahatan berubah, perubahan itu pula 

didasarkan hukum kepadanya. 

 بِاَ الَْعَمَلُ  يخُِبُ  حُجَّةً  الَنَّاسِ  ااِسْتِعْمَالُ 
 
”apa yang bisa diperbuat orang banyak, merupakan hujjah yang wajib 

diamalkan” 

 

 Kaidah ini mengandung makana bahwa segala sesuatu yang telah 

biasa dikerjakan oleh masyarakat adalah dapat menjadi suatu keyakinan 

sehingga anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah 

terbiasa itu selalu menggunakan keyakinan tersebut atau tidak akan 

meyalahinya. 
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3. Kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik 

kemaslahatan. 

 الْمَصَالِ ِ  جَلْبِ  عَلَى مُقَدَّمٌ  الْمَفَاسِدِ  دَرْءُ 
 

“Menolak kerusakan lebib diutamakan dari pada menarik 

kemaslahatan”
86

 

 

 Kaidah ini menunjukkan bahwa mengikuti ketentuan hukum secara 

konsisten dapat mewujudkan maslahah. Namun, jika mewujudkan 

maslahah itu sendiri dapat menimbulkan mafsadah bagi dirinya, lebih 

baik menghindari mafsadah, daripada melakukan sesuatu yang dapat 

menimbulkan maslahah, namun pada saat yang bersamaan, mukallaf 

sendiri memperoleh mafsadah. 
87

 

 Ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara‟ terhadap larangan 

lebih besar daripada perhatian terhadpa apa-apa yang diperintah. Apabila 

dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahah, namun disitu 

juga ada mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan 

menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang 

lebih besar.
88

 

 اَخَفِّهَا باِرْتِكَابِ  تَرَراً اعَْظَمُهُمَا رُوْعِيَ  تاَنِ مَفْسَدَ  رَضَ  تَ عَا اِذَا
 

“Apbila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih 

besar madlorotnya yang lebih ringan madlorotnya”. 
89
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 Dari semua uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa „urf 

(tradasi) adalah bentuk-bentuk mu‟amalah (hubungan kepentigan) yang 

telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung secara tetap di tengah 

masyarkat. Dan kaidah yang digunakan yaitu adat kebiasaan itu dapat 

ditetapkan sebagai hukum dan menolak kerusakan lebih diutamkan 

daripada menarik kemaslahatan. 

 

E. Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan KHI 

1. Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam UU No.1 Tahun 1974 dan 

KHI 

Hukum melaksanakan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam:
90

 

a. Hukum sunnah, seseorang dilihat dari segi jasmaniahnya sudah 

memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai 

sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunnalah 

baginya untuk kawin.  

b. Hukm wajib, sesorang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap 

wanita dan tidak dapat mengendalikannnya sedang dia mampu untuk 

menikah, maka hukumnya wajib. 

c. Hukum makruh, sesorang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal 

istrinya akan teraniaya, akan tetapi bila tidak menikah khawatir 

melakukan perzinaan. 
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d. Hukum haram, sesorang yang mengawini seseorang wanita hanya 

dengan maksud menganiaya dan mengolok-ngoloknya, maka 

haramlah utuk mengawininya. 

Dalam kompilasi hukum islam rukun perkawinan yaitu:
91

 

a. Mempelai laki-laki/calon suami 

b. Mempelai perempuan/calon istri 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi 

e. Ijab kabul 

Syarat-syarat perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 dan pasal 

7 mengenai ijin perkawinanyaitu:
92

 

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetuuan kedua calon mempelai. 

b. Untuk melangsugkan perkawina seorang yang belum mencapai umur 

21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tua. 

c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin 

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih 

hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

d. Dalam hal kedua orangtu meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, 

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 
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darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup 

dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di 

antara mereka tidak menatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam 

daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 

perkawinan atas permintaa orang tersebut dapat memberikan ijin 

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tesebut dalam ayat (2), 

(3) dan (4) pasal ini. 

f. Ketentuan terseut dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Tentang ijin perkawinan pada pasal 7 yaitu: 

a. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahu. 

b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 

dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diunjuk oleh 

kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 

2. Larangan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 

 Dalam hal ini mengenai larangan perkawinan yang tedapat pada 

UU No.1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 8, perkawinan yang dilarang 

antara dua orang sebagai berikut yaitu: 
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a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke 

atas, 

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang 

dengan saudara neneknya. 

c. Berhubungan semeda, yaitu mertua, anak tiri, menantu,dan ibu/bapak 

tiri 

d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara 

susuan dan bibi/paman susuan, 

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 

dan isteri,dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. 

f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 

yang berlaku dilarang kawin. 

Dan ada juga larangan nikah yang terdapat pada pasal 9 dan pasal 10 

yaitu: 

g. Seorang yang masih terikat tali perkawianan dengan orang lain tidak 

dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 

(2) dan pasal 4 Undang-undang.
93

 

h. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang 

lain dan berserai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka 
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tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum 

masing-masing agama dan kepercayaan itu dari.
94

 

 Selanjutnya pada pasal 13 mengenai pencegahan perkawian yaitu, 

“perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi 

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawianan”.
95

Pada pasal 14 

dijelaskan mengenai orang yang dapat mencegah perkawianan yaitu, “ 

yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali 

pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang 

berkepentingan”.
96

 

 Selanjutnya yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan 

terdapat pada pasal 23 yaitu: 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau 

istri.  

b. Suami atau isteri. 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini 

dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara 

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 

perkawinan itu putus. 
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3. Larangan Perkawianan Menurut KHI 

 Dalam hal ini yang melarang perkawinan menurut KHI telah diatur 

dalam pasal 39-44. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan disebabkan:
97

 

a. Karena pertalian nasab 

1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 

menurunkannya atau keturunannya. 

2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 

3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 

b. Karena pertalian kerabat semenda 

1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 

isterinya. 

2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya. 

3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan degan bekas isterinya itu qobla al 

dukhul, dengan seorang wanita bekas isterinya keturunanna. 

c. Karena pertalian sesusuan 

1)   Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus 

ke atas. 

2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis 

lurus ke bawah. 

3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan 

sesusuan ke bawah. 
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4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke 

atas. 

5) Dengan anak yang di susui oleh isterinya dan keturunannya. 

 

F. Menurut Hukum Adat 

Larangan Kawin Menurut Hukum Adat 

 Sejak saat pertunangan itu, sudah sewajarnya segera berlaku 

norma-norma mengenai larangan dan kecenderungan kawin, misalnya:
98

 

1. Larangan kawin dalam lingkungan (bagian) clannya sendiri (exogami); 

2. Larangan hubungan kawin timbal-balik; 

3. Derajat-derajat perkawinan antar-wangsa terdekat yang terlarang; 

4. Larangan kawin dengan isteri yang sudah bercerai dari sesama warga 

clan; 

5. Kecenderungan kawin dengan anak gadis dari saudara laki-laki ibunya: 

perkawinan cross-cousin segi satu (perkawinan anak saudara laki-laki 

dengan anak saudara perempuan); 

6. Desakan untuk kawin dengan pemudi dari desanya sendiri. 

 Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam 

UU No.1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang 

berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun di sana sini masih ada hal-

hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang 

unilateral, apakah menurut garis patrilinial ataupun matrilineal, dan 

mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah 
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larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan “sumbang”, 

“pantang”, “pamali”, “tulah”, dan sebagainya.
99

 

 Dalam masyarakat adat Batak yang bersifat patrilinial dan bersendi 

“dalihan na tolu” (tungku tiga) berlaku larangan perkawinan “semarga”, 

pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang 

melakukan perkawinan.
100

 Di Minangkabau berlaku eksogami suku dan 

eksogami kampung. Ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam suatu 

negari tidak boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak 

dapat kawin di dalam kampung sendiri, walaupun sukunya berlainan.
101

 

 Bagi masyarakat adat Jawa yang sifat kekerabatannya parental 

yang dilarang melakukan perkawinan adalah mereka yang bersaudara 

kandung, anak-anak saudara kandung lelaki (pancer lanang), misanan, 

yang pria lebih muda ibunya daripada wanita. Sedangkan perkawinan 

antara dua orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut 

diperkenankan.
102
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BAB III 

Gambaran Umum Desa Tlogorejo dan Larangan Pernikahan Pada Bulan 

Muharram (suro) 

A. Deskripsi Wilayah  

1. Kondisi Geografis 

Desa Tlogorejo  termasuk wilayah kecamatan Winong 

kabupaten Pati. Luas wilayah desa Tlogorejo  yaitu 202.652 ha. Letak 

geografis desa sebagai berikut:
103

 

a. Sebelah Utara   : Desa Karang Konang 

b. Sebelah selatan   : Desa Karang Wotan 

c. Sebelah timur   : Desa Triguno 

d. Sebelah barat   : Desa pagendisan. 

2. Kondisi Demografis 

a. Jumlah dan mutasi penduduk 

Menurut data yang telah diambil dari kepala desa berupa buku 

profil desa , bahwa jumlah penduduk di desa Tlogorejo pada akhir 

April 2016 yaitu sebanyak 1.591 orang. Dan telah diperincikan 

sebagai berikut: 

- Laki – laki  : 805 orang 

- Perempuan  : 786 orang 

- Kepala keluarga  : 554 kk 

- Jumlah Rt   : 16 Rt 
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- Jumlah Rw  : 2 Rw 

Mutasi penduduk  selama satu tahun sebagai berikut: 

- Laki – laki  : 4 0rang 

- Perempuan  : 2 orang 

3. Kehidupan Keagamaan  

Berdasarkan data yang telah diambil diawal, dalam hal 

keagamaan desa Tlogorejo, mayoritas masyarakat disana memeluk 

agama islam bahkan 100% penduduk disana. Tidak ada agama lain 

selain agama islam walaupun di daerah kecamatan Winong ada yang 

beragama kristen, tapi tidak ada di desa Tlogorejo. Aktifitas kehidupan 

masyrakat disana adalah seorang petani untuk memenuhi kebutuhan 

hidup keluarga, masyrakat juga aktif melakukan kegiatan keagamaan 

dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan 

rohani. 

Dalam hal menjalankan agamanya masyarakat di desa telogorejo 

melakukan beberapa aktifitas rutinan yang telah menjadi kesepakatan 

bersama, seperti halnya kegiatan rutin keagamaanya yaitu antara lain, 

tahlilan dan yasinan ini diadakan tiap-tiap rt dan harinya berbeda-beda, 

berjanjenan atau shalawatan, manakiban, selapanan, semua kegiatan 

itu di ikuti masyarakat dan bertempat di masjid dan mushala-mushala 

di tiap-tiap rt.adapun sarana peribadatan yaitu: 

- Masjid  : 2 buah 

- Mushala  : 17 buah 
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4. Pembinaan Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga 

Untuk mewujudkan generasi penerus yang cakap, trampil serta 

untuk meningkatkan sumber daya manusia yang profesional , 

diperlukan adanya lembaga pendidikan yang memadai. Untuk itu di 

desa Tlogorejo memberikan pembinaan dan bantuan terhadap sarana 

pendidikan antara lain : TPQ dan Tk yang ada di desa sehingga 

memperlancar kegiatan belajar mengajar (KMB). 

Untuk mengembangkan minat dan bakat para generasi penerus 

yaitu pemuda, di desa tersebut menyediakan sarana dan prasarana atau 

fasilitas oleh raga untuk mendukung kegiatan itu, desa membuatkan 

lapangan sepak bola dan lapangan voly.untuk digunakan setiap harinya 

dan dilakukan pada sore hari. 

Adapun sarana prasarana pendidikan yang ada adalah sebagai 

berikut: 

- TK/RA/PAUD  : 2 unit 

- TPQ   : 2 unit 

- SD/Mi   : 2 unit 

5. Keadaan Perekonomian 

Keadaan masyarakat di desa Tlogorejo masih terbilang 

menengah ke bawah. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di desa 

Tlogorejo adalah sebagai petani  dan buruh tani dan lain-lain. Secara 
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rinci potensi perekonomian di desa Tlogorejo sangat beragam dimana 

mata pencaharian masyarakat sebagai berikut ini : 

- Petani   : 445 orang  

- Buruh tani  : 137 orang 

- Pengusaha  : 3 orang  

- Pedagang   : 17 orang  

- PNS / ABRI  : 5 orang  

- Pensiunan   : 1 orang  

Dari hal itu perekonomian masyarakat di desa Tlogorejo yang 

kebanyakan masyarakatnya adalah seorang petani yang memiliki 

penghasilan berbagai macam tiap tahunya tergantung hasil pertanian 

itu berhasil atau tidak. Tetapi  masyarakat di desa mampu untuk 

mencukupi  perekonomian setiap harinya.  

6. Keadaan Sosial 

Manusia sebagai mahkluk sosial yang mana mereka tidak 

mampu untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tradisi hubungan 

sosial antara individu yang tercermin lewat gotong royong masih 

terjalin kuat. Sifat gotong royong merupakan ciri khas kehidupan 

warga di desa. Adapun ciri-ciri kehidupan masyrakat desa secara 

umum adalah masyrakat berhubungan langsung dengan alam, hal ini 

berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat desa yaitu seorang 

petani. Masyarakat masih mempunyai sifat sosial yang cukup tinggi 

antara satu dengan yang lainya untuk saling membantu. 
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Lingkungan di desa Tlogorejo yang tenag menandakan 

kedamaian dan keharmonisan warganya. Keharmonisan itu 

ditunjukkan oleh kepedulian sosial yang tinggi dengan cara tolong 

menolong antara sesama warga. Hal ini tercermin dalam sikap iklas 

membantu tetangga yang ditimpa musibah, baik bantuan berupa tenaga 

maupun berupa materi. Kepedulian sosial itu terwujud pula pada 

kepatuhan pranata sosial yang diciptakan dan telah berlangsung lama 

dengan istilah sambatan, baik yang berdasarkan rasa saling 

membutuhkan terhadap sesama seperti halnya sambatan selametan, 

medirikan rumah, pernikahan, maupun yang bersifat dari pemerintah 

setempat seperti halnya pembuatan blok sawah, perbaiakan masid, 

bersih desa dan lain sebagainya. 

 

B. Gambaran Mengenai pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan 

Muharam (suro) di Desa Tlgorejo Kecamatan Winong Kabupaten 

Pati. 

Di desa Tlogorejo masih sangat memperhatikan tentang larangan-

larangan mengenai pernikahan. Masyarakat yang akan melaksanakan 

penikahan masih memperhatikan penanggalan hari, bulan dan tahun guna 

untuk melaksanakan hajat-hajat tertentu seperti halnya menikah. Hal ini 

merupakan salah satu faktor yang penting karena berhubungan dengan 

aktifitas berhari-hari yang akan dijalani.
104
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Penanggalan atau penghitungan ini dilakukan untuk menentukan 

pelaksanaan nikah agar calon jodoh dijauhkan dari sesuatu marabahaya 

yang tidak diinginkan. Karena didalam penanggalan yang diperhitungkan 

mengandung syarat-syarat yang diyakini membawa keselamatan dan 

keberkahan dalam suatu pernikahan oleh warga masyarakat Desa 

Tlogorejo.
105

  

Dalam adat istiadat jawa, penanggalan atau perhitungan jawa 

merupakan salah satu faktor amat penting, hal ini karena erat hubungannya 

dengan aktifitas kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah untuk 

memperhitungkan atau menentukan pelaksanaan di hari pernikahannya. 

Adapun penghitungan (petung Jawa) neptu Dina, pasaran, sasi dan tahun 

yang menurut pujangga Jawa adalah sebagai berikut : 

Neptu Dina: 

Ahad,  neptune  : 5 

Senen,  neptune  : 4 

Selasa, neptune  : 3 

Rabu,  neptune  : 7 

Kamis, neptune  : 8 

Jum‟at, neptune  : 6  

Sabtu,  neptune  : 9 

Neptu Pasaran : 

Legi,  neptune  : 5 

                                                           
       

105
 Ibid  



59 
 

 
 

Paing,  neptune  : 9 

Pon,  neptune  : 7 

Wage,  neptune  : 4 

Kliwon, neptune  : 8 

Neptu Bulan : 

Suro,  neptune  : 7 

Sapar,  neptune  : 2 

Rabiul Awal, neptune : 3 

Rabiul Akhir, neptune : 5 

Jumadi Awal, neptune : 6 

Jumadil Akhir, neptune : 1 

Rejeb,  neptune  : 2 

Ruwah, neptune  : 4 

Poso,  neptune  : 5 

Sawal,  neptune  : 7 

Dulkaidah, neptune  : 1 

Besar,  neptune  : 3 

Neptu Tahun : 

Alip,  neptune  : 1 

Ehe‟,  neptune  : 5 

Jimawal, neptune  : 3 

Je‟,  neptune  : 7 

Dal,  neptune  : 4 
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Be‟,  neptune  : 2 

Wawu, neptune  : 6 

Jimakir, neptune  : 3 

Bila sudah mengetahui neptu dina, neptu pasaran, neptu bulan dan 

neptu tahun seseorang, maka tinggalah memperhitungkan pengaruh apa 

yang akan timbul dari neptu itu terhadap diri seseorang berkaitan dengan 

hari kelahirannya.
106

 

Sejarah seperti ini sudah diyakini sejak nenek moyang di desa 

Tlogorejo, masyarakat tidak tau siapa pertama kali yang melarang 

pelaksanaan nikah pada bulan muharam (suro), mereka hanya 

melaksanakan hal tersebut secara turun temurun sejak dahulu. Karena 

mereka sudah mempercayai akan larangan pernikahan pada bulan 

Muharram (suro). Biasanya sebelum pernikahan mereka menanyakan hari 

yang baik untuk menikah itu pada bulan apa dan yang tidak baik itu pada 

bulan apa kepada tokoh adat. Masyarakat takut salah jika pelaksanaan 

nikah itu jatuh pada bulan yang dilarang yang akan mengakibatkan 

pernikaan itu tidak akan awet lama dan akan terjadi sebuah musibah yang 

akan menimpanya.
107

    

Apabila seseorang yang akan melaksanakan perikahan pada bulan 

Muharram (suro), maka pertanda perebutan. Jika ingin melaksanakan pada 

bulan safar, maka pertanda hutangnya. Jika ingin melaksanakan pada 

bulan Rabiul awal, maka pertanda mengalamai meninggal salah satu 
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diantaranya. Dan jika melaksanakan pada bulan Dzulqa‟dah, maka 

pertanda mendapatkan kebahagian.
108

  

 

C. Pendapat Tokoh Masyarakat Mengenai Pantangan Pelaksanaan 

Nikah di Bulan Muharram (suro) di desa Tlogorejo Kecamatan 

Winong Kabupaten Pati 

Mengenai hal larangan pelaksanaan nikah dibulan muharam (suro), 

bapak Raslan mengatakan bahwa melaksanakan pernikahan pada bulan 

Muharram itu sebenarnya boleh-boleh saja, karena tidak ada aturan yang 

mengenai larangan nikah baik itu dalam hukum islam atau hukum positif. 

Tetapi sebagai orang jawa kita menjaga dan menghormati adat istiadat 

yang telah ada dan sudah turun temurun. Maka dari itu janganlah 

melanggarnya.
109

 

Sedangkan bapak Ali berpendapat yang sama mengenai larangan 

nikah pada bulan Muharram (suro), dan beliau menambahi mengenai hal-

hal yang tidak di inginkan atau musibah yang akan didapat setelah 

menikah itu, setiap kejadian yang ada baik itu musibah atau lain-lainya 

semua sudah kehendak Allah, maka dari itu kita untuk senantiasa 

beribadah kepada-Nya.
110

 

Menurut bapak Tamsir bahwa nikah dibulan Muharram (suro) itu 

tidak baik. Jika tetap melakukan pernikahan maka akan terjadi hal-hal 

yang dapat membahayakan salah satu pihak atau bahkan keluarganya. 
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Karena beliau masih menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaan 

leluhur.
111

 

Menurut bapak Wahab, boleh-boleh saja melaksanakan pernikahan 

pada bulan Muharram (suro) asal telah memenuhi rukun dan syarat untuk 

menikah. Untuk hal-hal yang tidak di inginkan terjadi itu kan kata mbah-

mbah yang dahulu, karena mereka menyakini akan kejadian-kejadian yang 

akan terjadi, padahal semua sudah ada yang mengatur yaitu Allah Swt. 

Maka jika ingin menikah dibulan-bulan yang baik lakukanlah.
112

 

Mas Seto, beliau hanya mengikuti saran orang tua, karena orang 

tua yang telah berkeluarga dan telah merasakan bagaimana berkeluarga 

itu, dan hari atau bulan apa yang baik untuk melaksanakan perkawinan. 

Berkeluarga kalo bisa kan utuh untuk selamanya dan tidak terjadi hal-hal 

yang tidak di inginkan, maka dari itu beliau menikah sebelum bulan 

Muharram (suro). Untuk menghindari musibah yang akan terjadi.
113

  

Menurut bapak Suli, tidak membolehkan melaksanakan nikah pada 

bulan muharram karena suro itu pelanggaan atau tidak bisa, karena seumur 

hidupnya sudah ada larangan-larangan yang sudah dicatatkan di buku adat 

di desa ini. Selain suro ada lagi larangan yang harus diperhatikan yaitu 

pada bulan mulud, kalau ingin melaksanakan nikah pada bulan mulud 
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harus setelah pada tanggal 12 mulud dan yang akan melaksanakan 

pernikahan harus dibancai (di mintakan doa) dulu.
114

  

Menurut sungib, tidak adanya hadis dan dalil mengenai nikah yang 

ada dalam tradisi adat di masyarakat, mereka melakukan semua larangan 

itu sudah sejak orang terdahulu dan mereka masih menggunakan itungan 

jawa sebelum melaksanakan pernikahan dan yang akan memiliki hajat 

yang besar.
115

 Agar terhindar dari bahaya atau musibah yang tidak di 

inginkan dalam melaksanakan aktifitas setiap harinya. Beliau juga tau 

bahwa hal seperti itu tidak ada di dalam islam, hanya masyarakat yang 

kurang mendalami tentang hukum nikah dalam islam dan hanya 

menggunakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu itu.  

Pada umumnya masyarakat di desa Tlogorejo itu sebelum 

melaksanakan pernikahan, menentukan penanggalan (neptu) hari kelahiran 

calon suami dan istri beserta hari untuk nikahnya harus dijumlah. 

Semisal: seorang pria; hari kamis pon, seorang wanita; rebo 

pahing. Hari untuk melaksanakan nikah pada hari selasa wage. Maka dari 

itu bisa dijumlahkan; kamis = 8, pon = 7 jumlahnya 15. Rebo=7, pahing=9 

jumlahnya 16. Selasa=3, wage=4 jumlahnya 7. Jadi jumlah keseluruhan 

adalah 38, maka itu baik asal tidak diakhiri yang ganjil itu saja. 

Telah berlaku di masyarakat jawa sebelum melaksanakan 

pernikahan anak-anakanya menghitung-hitung neptu dulu. Jika itu baik 

dan cocok maka akan melangsungkan perjodohan itu, tetapi jika tidak 
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cocok maka tidak jadi melaksanakan pernikahan itu, walaupun sudah 

saling suka sejak dahulu. Karena masyarkat sudah meyakini adat seperti 

ini sejak leluhur atau nenek moyang mereka yang ahli dalam ilmu-ilmu 

perhitungan. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANTANGAN PELAKSANAAN 

NIKAH DI BULAN MUHARRAM (SURO) DI DESA TLOGOREJO, 

KECAMATAN WINONG, KABUPATEN PATI 

A. Analisis Terhadap Latarbelakang Persepsi Masyarakat Tentang 

Pantangan Pelaksanaan Nikah di Bulan Muharram (Suro) di desa 

Tlogorejo  

Pernikahan merupakan upacara adat orang jawa yang mempunyai tempat 

yang sangat sakral dan dipatuhi dalam tata kehidupan masyarakat setempat. 

Hal ini di sebabkan sifat masyarakat yang begitu kuat memegang tradisi dan 

kepercayaan mereka terhadap suatu hal-hal yang akan terjadi dan tidak di 

inginkan ketika akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan nikah, 

sehingga mereka takut untuk meninggalkan suatu tradisi yang sudah ada sejak 

nenek moyang itu. 

Pedoman yang digunakan masyarakat di desa Tlogorejo sebelum 

melaksanakan pernikahan yaitu dengan menghitung neptu dina, neptu 

pasaran, neptu bulan dan neptu tahun apa yang paling baik untuk 

melaksanakan pernikahan. Di dalam perundingan itu yang dilakukan dua 

belah keluarga dan seseorang ketua adat yang mengetahui cara menghitung 

neptu yang baik untuk melaksanakan suatu pernikahan dengan 

diperhitungkan weton yaitu perhitungan hari kelahiran calon pengantin 

berdasarkan kombinasi kedua calon. Dan ini merupakan unsur yang sangat 

penting sebelum melaksanakan pernikahan.  
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Dalam hal ini taraf keagamaan orang jawa menerima pengaruh agama dan 

kebudayaan hindu. Di jawa ini hindu menyebar dari istana kerajaan melalui 

pemahaman dan pengolahan golongan bangsawan serta para cendekiawan. 

Para cendekiawan yang mengerti bahasa sangsekesta akhirnya dapat 

mengolah huruf-huruf yang berasal dari hindu, untuk menulis kedalam bahasa 

jawa. Penggunaan tulisan huruf jawa merupakan permulaan sejarah bagi 

orang jawa, penggunaan huruf jawa dan penghitungan tahun saka ini 

merupakan awal pertumbuhan dan  perkembanagan kepustakaan jawa. 

Bentuk kepustakaan ini terdapat dalam lingkungan kepustakaan islam, 

karena ditulis oleh orang-orang yang telah menerima islam sebagai agama 

mereka. Nama yang sering digunakan untuk menyebut kepustakaan islam 

kejawen adalah primbon, wirid dan suluk-suluk. Suluk berkaitan dengan 

ajaran tasawuf, yaitu sering disebut ajaran mistik dalam islam. karena 

memeang kedua ajaran tersebut bersumber dari ajaran tasawuf. Adapun 

primbon isinya mengenai berbagai macam ajaran yang berkembang dalam 

tradisi jawa seperti halnya, ngilmu petung, ramalan, guna-guna dan lainnya 

disamping itu primbon juga memuat aspek-aspek ajaran islam.
116

  

Pedoman yang digunakan masyarakat jawa dalam menentukan jodoh 

adalah “Pasatahan Salakurabi” penghitungan ini dilakukan sebelum 

pelaksanaan nikah, maka terlebih dahulu dirundingkan tanggal, serta bulan 

untuk melaksanakan perkawinan. Dalam perundingan itu diperhitungkan 
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weton kedua calon mempelai berdasarkan kombinasi, ini merupakan unsur 

yang amat penting.
117

 

Masyarakat Tlogorejo sebagian besar masih percaya pada mitos dan masih 

menjalankan adat untuk tidak melaksanakan nikah pada bulan Muharram, 

karena mereka takut terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan dan takut 

dikucilkan masyarakat karena menyalahi tradisi. 

Ada dua macam adat kebiasaan yang dijalankan masyarakat yaitu yang 

bersifat umum dan khusus. Yang bersifat umum yaitu kebiasaan yang dianut 

oleh seluruh masyarakat dari suatu bangsa mengenai perbuatan-perbuatan 

yang termasuk muamalat, yang bersifat khusus yaitu yang dianut oleh 

segolongan rakyat atau sebagian daerah saja dari suatu negara, akan tetapi 

kedua-duanya ini tetap dianggap sebagai ketentuan hukum  yang mengikat. 

Apakah perilaku generasi-generasi dahulu justru karena tumbuh dengan 

tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sehingga dipercaya 

hingga saat ini, maka untuk menjawab itu cukup dikisahkan Allah dalam Al-

Qur‟an: 

 ٍَ نٍِ َّٔ نقَذَْ ظَمَّ قجَْهَٓىُْ أكَْثشَُ الأ َٔ  , ٌَ ْٓشَػُٕ ِْىْ ٌُ , فَٓىُْ ػَهىَ آثبَسِ ٍَ ا آثبَءَْىُْ ظَبنٍِّ ْٕ ىُْ أنَْفَ ىْ ئََِّٓ ِٓ نقَذَْ أسَْسَهُْبَ فٍِ َٔ  ,

. ٍَ خْهصٍَِ ًُ ِ انْ , ئلِا ػِجبَدَ اللهَّ ٍَ ُْزَسٌِ ًُ ٌَ ػَبقجِخَُ انْ ٍْفَ كَب َْظشُْ كَ , فبَ ٍَ ُْزِسٌِ  يُ

Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam 

keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang 

tua mereka itu. Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) 

sebagian besar dari orang-orang yang dahulu, dan sesungguhnya telah Kami 

utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka. Maka 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. 
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Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa tidak akan 

diazab).
118

 

 

Agama sangat menekankan agar tidak setiap kabar yang didengar atau 

dilihat diterima begitu saja tanpa ada sikap bertanya apa, kenapa dan 

bagaimana menurut islam, apabila itu berkaitan dengan keyakinan nenek 

moyang yang terdahulu, maka jangan sampai tergesa-gesa dalam 

memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan dan sebagainya 

hingga jelas benar permasalahannya. 

 ٌَ ْٕ كَب نَ َٔ ِّ آثبَءََبَ أَ ٍْ ٍُْبَ ػَهَ ُ قبَنُٕا ثمَْ َتََّجغُِ يَب أنَْفَ َْضَلَ اللهَّ ئرَِا قٍِمَ نَٓىُُ اتَّجؼُِٕا يَب أَ َٔ  ٌَ لا آثبَؤُْىُْ لا ٌؼَْقهُِٕ َٔ ٍْئبً  شَ

 ٌَ ْٓتذَُٔ ٌَ 

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan 

Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang 

telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka 

akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui 

suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?".
119

  

Pada dasarnya perhitungan weton lebih banyak bersifat meramal, yang 

semua itu seolah-olah manusia telah mengetahui takdirnya. Maka dari itu 

penghitungan weton sebelum melaksanakan pernikahan ini dihadapkan pada 

persyaratan „urf, yaitu adat kebiasaan harus dapat diterima oleh akal yang 

sehat, apabila dipikir dengan akal yang rasional rasanya sulit untuk menerima 

adat kebiasaan penghitungan weton dalam menetukan perjodohan atau 

melaksanakan pernikahan. 
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Apabila kita dihadapkan pada kitab Al-Qur‟an dan sunnah Nabi 

Muhammad, maka rasanya penghitungan weton dalam larangan pelaksanaan 

pernikahan ini bertentangan dengan kedua sumber islam (Al-Qur‟an dan 

Hadis Nabi Muhammad Saw) adat kebiasaan tersebut termasuk „urf yang 

fasid. Sedangkan „urf yang fasid tidak dapat dipakai sebagai hujjah. Firman 

Allah SWT: 

ٌَ نَٓىُُ انْخٍِشََحُ  ٌْ ٌكَُٕ سَسُٕنُُّ أيَْشًا أَ َٔ  ُ لا يُإْيُِخٍَ ئرَِا قعََى اللهَّ َٔ  ٍٍ إْيِ ًُ ٌَ نِ يَب كَب َٔ  َ ٍْ ٌؼَْصِ اللهَّ يَ َٔ ِْىْ  ٍْ أيَْشِ يِ

سَسُٕنَُّ فقَذَْ ظَمَّ ظَلالا يُجًٍُِب َٔ   

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan 

suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 

mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka 

sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.
120

 

Maka dari itu sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu 

menentukan hari, pasaran dan bulan yang baik untuk dipakai sebagai 

pedoman dalam memilih jodoh dan sebelum melaksanan suatu pernikahan, 

ini sudah menjadi tradisi dari orang-orang terdahlu dan menjadi pedoman di 

masyarakat di desa tlogorejo agar tidak terjadi suatu musibah bila 

melanggarnya. 
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pantanagan Pelaksanaan Nikah di 

Bulan Muharram (suro) 

Bagi masyarakat di desa Tlogorejo hari atau bulan menjadi pertimbangan 

khusus dalam melakukan sesuatu, seperti halnya melaksanakan pernikahan. 

Ada hari-hari tertentu yang dianggap baik dan yang tidak baik, dihari yang 

tidak baik seseorang dilarang melakukan aktifitas membangun rumah, pindah 

rumah, hajatan, dan lain sebagainya. Padahal semua hari itu baik untuk 

melaksanakan pernikahan. Tuhan tidak menjadikan hari yang sial di antara 

hari-hari yang tujuh. Kecelakaan atau halangan dalam perkawinan itu terjadi 

bukanlah karena kesalahan hari, melainkan karena kekhilafan atau 

kecerobohan tidak ada persetujana rohani aorang yang melakukan 

perkawianan itu dan cobaan dari Tuhan.. 

Ada pula bulan-bulan tertentu yang dianggap berkah dan ada yang tidak 

bagi masyarakat. Bila ada yang melanggar pantangan tersebut pelakunya akan 

celaka atau terkena suatu musibah semisal hubungan keluarga tidak baik dan 

ada pula yang sakit, atau bulan yang dipatangkan yaitu bulan Muharram 

(suro) karena dianggap berbahaya tidak boleh seseorang main-main atau 

bersenang-senang di dalamnya seperti melaksanakan hajatan, pernikahan atau 

sunatan.  

Istilah suro lebih akrab bagi masyarakat di desa Tlogorejo dibadingkan 

Muharram. Adanya mitos larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharram 

(suro) ini di dasarkan latar belakang dari hasil wawancara pada masyarakat 

yang tidak berani melaksanakan pernikahan, karena takut terkena musibah. 
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Bulan Muharram (hijriyah) sedangkan suro (jawa), sebagian masyarakat 

cenderung mengeramatkan bulan ini, khususnya yang menganut budaya jawa 

(kejawen). Konon pada bulan tersebut orang-orang kraton mengadakan 

hajatan seperti halnya menikahkan keturunan kraton, selametan, larung sajen, 

memandikan pusaka-pusaka keraton, dan sebagainya yang berkaitan dengan 

budaya kejawen. Orang biasa bukan keluarga keraton jika ingin mengadakan 

hajatan pada bulan Muharram (suro) takut kualat.
121

 

Kenyataannya orang tua yang hendak menikahkan anaknya selalu 

memilihkan waktu yang tepat. Pemilihan waktu ini didasarkan semata-mata 

pada kepercayaan dari nenek moyang terdahulu yang telah melaksanakan 

penghitungan sebelum melaksanakan pernikahan. Padahal Allah SWT telah 

menciptakan semua hari itu baik. Ada hari-hari tertentu yang sangat baik, 

seperti halnya dua hari raya, hari jum‟at atau bulan ramadhan. Akan tetapi 

bulan yang  baik itu kaitannya dengan ibadah bukan yang lainnya. 

Hal-hal seperti ini berkembang hingga saat ini, padahal sama sekali tidak 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Akal pikiran yang sehat 

manapun tidak bisa menerima perhitungan hari, baik yang dikaitkan dengan 

bulan, dengan hari kelahiran maupun weton. Hanya masyarakat yang jalan 

pikirannya masih mempercayai hal-hal dari orang terdahulu lah yang dapat 

menerima. 

Menghapuskan kepercayaan yang telah mendarah daging pada masyarakat 

ini tidaklah ada habisnya. Sepanjang hidupnya Rasulullah telah menghadapi 
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hal-hal yang telah berkembang di masyarakat. Maka dari itu tidaklah mudah 

untuk mengajak masyarakat untuk berfikir yang secara normal-normal saja, 

karena hal itu sudah terlanjur mengakar. 

Jadi tidaklah heran jika kemudian di zaman yang sekarang ini masih 

ditemukannya orang-orang yang percaya pada ramalan-ramalan yang 

didasarkan pada mitos-mitos tertentu. Disetiap ada pergantian tahun ada 

ramalan nasib yang dihubungkan dengan tahun babi, tahun tikus atau yang 

lainnya menurut orang cina. Paranorman dan dukun semakin bisa seiring 

dengan kecanggihan zaman itu sendiri. 

Mitos-mitos seperti ini telah berkembang hingga sekarang, padahal sama 

sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pikiran sehat 

maupun tidak bisa menerima penghitungan hari, baik berkaitan dengan 

bintang, dengan hari kelahiran atau apa saja. Hanya mereka yang jalan 

pikirannya terlanjur percaya akan hal-hal seperti itu yang dapat 

mempercayainya. 

Didalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu al-Qur‟an 

maupun Hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari yang di syariatkan 

dalam pernikahan, dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa 

untuk melaksanakan pernikahan, untuk hal-hal yang seperti ini diserahkan 

kepada masing-masing masyarakat yang mempunyai hajat yang akan 

melaksanakan. Jadi setiap orang bisa menentukan atau menetapkan hari, 

bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan. 
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Akan tetapi jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan 

jawa atau primbon, atau yang lainnya, dengan keyakinan bahwa hari itu 

mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakina-keyakinan lain yang berbau 

syirik, maka hal itu tidak dibenarkan dan syariat islam melarang umat islam 

untuk berbuat syirik. 

Mengenai weton, hari, bulan yang keramat didalam islam tidak dijumpai 

semacam itu. Tidak ada suatu perintah ataupun suatu larangan tentang weton, 

hari dan bulan untuk menentukan memili jodoh ataupun melaksanakan 

pernikahan. Maka dari itu kita harus tau hukum islam mengenai pernikahan 

seperti halnya dasar penikahan yang ada dalam Al-Qur‟an yaitu: 

 ٌْ ئيَِبئكُِىْ ئِ َٔ ٍْ ػِجبَدِكُىْ  ٍَ يِ بنحٍِِ انصَّ َٔ ُْكُىْ  َْكِحُٕا الأٌَبيَى يِ أَ اسِغٌ َٔ َٔ  ُ اللهَّ َٔ  ِّ ٍْ فعَْهِ ُ يِ ِٓىُ اللهَّ ٌكََُُٕٕا فقَُشَاءَ ٌغُُِْ

 ػَهٍِىٌ 

  

 Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui.
122

 

 

Adapun sebuah hadis untuk melengkapi dasar hukum nikah yang 

diriwayatkan oleh Abdulah bin Mas‟ud yaitu: 

ُْكُىُ انَْجبَءَحَ قبَلَ نَُبَ سَسُٕلُ اللهِ  ٍِ اسْتاََبعَ يِ جبَةِ, يَ ُ   ىهى الله ػهٍّ ٔسهى, ٌبَ يَؼْرَشَ انَرَّ جْ , فبَََِّّ َّٔ فهٍَْتَضََ

ِٔجَبءُ  ُ نَُّ  وِ : فبَََِّّ ْٕ ِّ ثبِنصَّ ٍْ ٍْ نىَْ ٌسَْتاَِغْ فؼََهَ يَ َٔ ٍُ نهِْفشَْجِ ,  أحَْصَ َٔ  أغََطُّ نهِْجصََشِ , 

  

“Rasulullah Shallallaahu „alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Wahai 

generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan 

(secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat 

menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum 
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mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)”Muttafaq 

alaih.
123

 

 

Jadi dapat disimpulkan dari ayat Al-Qur‟an dan Hadis diatas bahwa 

pernikahan itu tidak harus menentukan weton, hari dan bulan untuk 

melaksanakan pernikahan. Jika ada laki-laki yang ingin menikah dan telah 

mampu melaksanakan pernikahan maka diwajibkan untuknya dan apabila 

ingin menikah dan tidak mampu untuk melaksanakanya maka hendaklah 

berpuasa, sebab dapat meredam syahwatnya. Sedangkan yang terjadi di 

masyrakat di desa Tlogorejo sebelum melaksankan pernikahan menenukan 

hari dan bulan apa yang baik, karena sudah mendarah daging dari orang-

orang terdahu.  

Dalam hal ini yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu bab II tidak 

ditemukannya larangan pelaksanaan nikah pada bulan muharram (suro) di 

desa Tlogorejo. Maka dari itu penyusun mengembalikan permasalahan 

tersebut kepada kaidah Fiqih, mengenai bagaimana kedudukan „urf (adat 

kebiasaan) dalam syariat islam yang berkaitan dengan larangan pelaksanaan 

nikah pada bulan Muharram (suro) di desa Tlogorejo. Ada suatu kaidah 

fiqhiyah mengenai kedudukan adat dalam syariat islam sebagai berikut: 

خُ  ًَ     اانؼَبدَحُ يُحَكَ

Kaidah ini memberi pengertian bahwa, untuk menentukan dasar hukum 

maka adat kebiasaan dapat diterima sebagai salah satu sumbernya. Akan 

tetapi perlu kita ketahui bahwa „urf (adat kebiasan) itu tidak pasti semuanya 
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baik sehingga dapat dijadikan sebagai sandaran saja. Maka ada saatnya „urf 

itu shahih dan ada pula „urf itu fasid. Dikatakan „urf shahih apabila tradisi 

yang tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang hukum-hukumnya bersifat 

konstan tidak berubah dengan perubahan lingkungan dan adat, serta tidak 

meninggalkan kemaslahatan dan tidak menarik kerusakan.
124

  

Sedangkan „urf dikatakan fasid adalah „urf yang tidak baik dan tidak dapat 

diterima, karena bertentangan dengan syara‟. Atau kebiasaan yang 

bertentangan dengan dali-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada 

dalam syara‟.
125

 Seperti halnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, 

pesta dengan menghidangkan minum-minuman haram.
126

 

Dari keterangan diatas mengenai „urf sahih dan „urf fasid  itu bisa 

dijadikan dasar hukum dalam fiqh dan tentunya memiliki persyaratan-

persyaratan tertentu. Masyarakat tentunya memiliki kebiasaan yang dijadikan 

sebagai dasar hukum islam, seperti halnya adat kebiasaan harus diterima oleh 

pikiran yang baik yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat atau pendapat 

yang umum, dan hal-hal yang dianggap adat itu harus berlangsung berulang-

ulang dengan tersebar luas di masyarakat. 

Jadi masyarakat masih belum mengerti mengenai apa itu hukum islam 

yang telah diterapkan di dalam pernikahan yang telah terjadi di desa 

Tlogorejo, padahal sudah dijelaskan diatas mengenai apa itu nikah sendiri dan 

larangan apa yang ada dalam pernikahan. Jadi masyarakat di desa Tlogorejo 

memehami pernikahan itu sendiri hanya berpedoman dengan menggunakan 
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adat yang telah menjadi kebiasaan dan masih belum mengerti apa yang ada di 

dalam hukum islam mengenai pernikahan. 

Dan islam datang itu untuk memurnikan kembali keyakinan bahwa segala 

sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah SWT dan membebaskan hati ini dari 

ketergantungan kepada selainnya. Sesungguhnya syariat islam yang Allah 

turunkan ini tidaklah memberatkan hamba-nya. Maka kita harus senantiasa 

tawakal kepada Allah SWT. 

Dengan bertawakal kita benar-benar menggantungkan diri kepadanya 

dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak mudarat dan 

menggiringgnya dengan car berusaha. Segingga apapun yang menimpa 

seseorang, baik itu kesenangan, kesedihan, musibah dan lainnya, dia yakin 

bahwa semuanya itu merupakan kehendak-nya yang penuh keadilan dan 

hikamah. Suatu ketika Allah menghendaki seseorang tertimpa musibah maka 

musibah itu bukan karena melaksanakana pernikahan pada bulan Muharram, 

tetapi musibah itu merupakan ujian dari Allah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Di bab terakhir ini setelah penyusun menguraikan beberapa masalah 

pokok yang ada dalam masyarakat di desa Tlogorejo menegnai larangan 

nikah pada bulan Muharram (suro), akhirnya penyusun dapat mengampil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Masalah yang melatarbelakangi persepsi masyarakat di desa Tlogorejo 

mengenai nikah pada bualan Muharram Suro yaitu karena masyarakat 

masih melaksanakan adat yang telah berkembang semenjak orang 

terdahulu dan telah menjadi kebiasaan hingga sekarang, mereka 

sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu menghitung satuan 

weton, hari, pasaran dan bulan. Dan mereka masih mempercayai 

mengenai mitos yang akan terjadi jika melaksanakan pernikahan pada 

bulan Muharram itu akan celaka atu terkena musibah. Dan hanya 

orang-orang kraton yang melaksanakan suatu hajatan di bulan suro ini, 

sebagian masyarakat tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan 

Muharram atas dasar adat yang telah ada, pada dasarnya mereka tahu 

pernikahan yang syar‟i dan tidak mempercayai mitos tersebut namun 

mereka menjaga perasaan masyarakat. 

2. Seseorang yang mempercayai akan hal melaksanakan nikah atau 

hajatan pada bulan Muharram itu akan terkena celaka atau musibah 
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menimpanya, maka orang itu telah terjatuh kedalam kesyirikan kepada 

Allah. Padahal Allah SWT telah menciptakan semua hari itu baik. Ada 

hari-hari tertentu yang sangat baik, seperti halnya dua hari raya, hari 

jum‟at atau bulan ramadhan. Akan tetapi bulan yang  baik itu 

kaitannya dengan ibadah bukan yang lainnya. Dalam syariat Islam 

tidak ada nash secara khusus, baik al-Qur‟an maupun Hadis yang 

menentukan hari tertentu sebagai disyariatakannya pernikahan, dan 

tidak ada pula nash yang melarang untuk menikahkan pada hari-hari 

tertentu, masalah seperti ini diserahkan kepada masing-masing 

masyarkat yang bersangkutan untuk melaksanakan pernikahan itu. Dan 

setiap orang bisa menentukan kapan mereka akan melaksanakan 

pernikahan itu berdasarkan maslahat yang ada, karena pada dasarnya 

semua hari itu baik untuk dilaksanakan pernikahan. 

B. Saran-saran 

1. Untuk masyarakat harusalh berhati-hahati dalam melaksanakan ritual 

atau hal-hal yang menyangkut dengan ibadah, dengan cara meluruskan 

niat atau mengembalikan semuanya kepada Allah semata. Karena niat 

merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan perbuatan. 

2. Masyarakat harus sadar bahwa hukum adat adalah produk manusia 

sedangkan hukum Allah adatlah ketentuan yang berasal dari Allah, 

sehingga hukum adat tidak dijadikan sebagai pedoman dalam setiap 

penyelesain persoalan. 
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3. Sesepuh desa harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar 

tidak terlalu mempercayai akan hal-hal yang tidak di inginkan dalam 

kehidupan dan mengembalikan kepada Allah. 

4. Para tokoh agama memberikan pengetahuan keagamaan kepada 

masyarakat sehingga tidak hanya mengetahui suatu tatanan yang sudah 

ada tanpa mengetahui dasar hukumnya, dan dapat menentukan mana 

adat yang dilestarikan dan mana yang tidak dapat sehingga dapat 

membangun pemikiran yang positif bagi masyarakat.   
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Lampiran 

Pedoman Wawancara 

1. Apa alasan masyarakat menjahui atau tidak berani melaksanakan nikah 

pada bulan Muharram (Suro)? 

2. Apakah ada kejadian terkena musibah pada masyarakat yang melanggar 

tradisi itu? 

3. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai larangan pelaksanaan nikah 

pada bulan Muharram (Suro) 

4. Apakah bapak atau ibu mengetahui adanya larangan pelaksanan nkah pada 

bulan Muharram (Suro)? 

5. Apakah ada masyarakat yang melaksankan pernikahan pada bulan 

Muharram (Suro) itu? 

6. Sejak kapan larangan pelaksanaan nikah pada bulan Muharam (Suro) itu di 

percayai masyarakat? 
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Daftar informan 

1. Warsono, ketua rt, wawancara,01-09-2016, 10.00-10.15  WIB. 

2. Sarmu, sesepuh desa, wawancara, 09-09-2016, 15.00-15.30 WIB. 

3. Sugiono, kepala desa, wawancara, 11-11-2016, 19.00-19.30 WIB. 

4. Sani, warga masyarakat, wawancara, 12-11-2016, 16.00-16.45 WIB. 

5. Raslan, tokoh agama, wawancara, 13-11-2016, 10.15-10.30 WIB. 

6. Ali, tokoh agama, wawancara, 13-11-2016, 12.30-13.00 WIB. 

7. Tamsir, masyarakat, wawancara, 13-11-2016, 14.25-15.00 WIB. 

8. Wahab, masyrakat, wawancara, 13-11-2016, 19.30-20.00 WIB. 

9. Seto, masyarakat, wawancara, 13-11-2016, 20.15-20.35 WIB. 

10. Suli, sesepuh desa, wawancara, 25-12-2016, 13.00-13.45 WIB. 

11. Sungib, tokoh agama, wawancara, 25-12-2016, 19.30-20.00 WIB. 
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Dokumentasi Penelitian 

 

Sarmu, Sesepuh Desa 

 

Sungib, Tokoh Agama 
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Seto, Masyarakat 

 

 

Buku Pedoman Sesepuh Desa  
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